2.1

BAB 2
TINJAUAN LITERATUR
DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Anggaran
2.1.1 Konsep Anggaran

Terdapat banyak definisi yang menjelaskan tentarengertian
anggaran. Freeman dan Shoulders (2003) dalam @i2606) menyebutkan
bahwa:

“a budget is a dollars-and-cents plan of operation & specific

period of timé.
Sementara itu, Lee, Jr. dan Johnson (1998), mealdmd Sipurba (2006),
memberikan definisi sebagai berikut:

“a budget is a document or a collection of docuntleait refers to the
financial condition of an organization ..., includimgformation on revenues,
expenditures, activities, and purposes or goals.a. budget is prospective,
referring to anticipate future revenues, expendifijrand accomplishmerits

Penulis lain, yaitu Bryce (1987) dalam Sipurba @0fengatakan bahwa:

“the budget, a financial plan for the organizatios,the document
which shows how the management hopes to meebbtiitbse objectives
Tujuan yang dimaksud Bryce tersebut adalah:

1. Penentuan alokasi sumber daya organisasi di do¢slbagai alternatif
pemanfaatan.
2. Perolehan dana untuk membiayai misi-misi organisasi

Selanjutnya, Braswell, Fortin, dan Osteryoung (39%4ga dalam Sipurba
(2006), mengatakan bahwa:

“the budget is the formal statement of expecteduress and
proposed expenditurgs
Selain itu, mereka menambahkan bahwa anggaran alemp alat

perencanaan utama bagi organisasi yang tidak ketasi pada laba.
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Berkaitan dengan anggaran sebagai sebuah alaingtaumen, dalam
Sipurba (2006), McKinney (1986) lebih merincinygildengan mengatakan
bahwa:

“a budget is an economic, planning, political, andial document. It
is a comprehensive financial work plan coveringpacific period of timé

Berdasarkan beberapa definisi di atas, secaralgssér dapat dikatakan
bahwa anggaran adalah suatu dokumen organisasi ysmggambarkan
perkiraan penerimaan sumber daya keuangan danngermEnggunaannya
pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

Sipurba (2006) juga merangkum berbagai fungsi, atujuserta
pentingnya anggaran, seperti yang diambil dari Mardo (2005) bahwa
terdapat tiga alasan pentingnya anggaran sektdikpyahitu: (a) sebagai alat
bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunar-seésiaomi, menjamin
kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup amakst, (b) karena
adanya masalah keterbatasan sumber dsgardity of resourcgs pilihan
(choice$ dantrade offs,(c) digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah
telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalamiriglanggaran publik
merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitaskpaldh lembaga-lembaga
publik yang ada.

McKinney (1986) dalam Sipurba (2006) juga menyeantksecara
ringkas tentang tujuan dari anggaran, yaitu:

“one unarticulated objective of a budget is to miménuncertainty
and to make the future more predictable by idginigf what is wanted, how
much of it is available, and when it is available

Selanjutnya, tujuan dari penyusunan anggaran yabg Iterperinci
menurut Coombs dan Jenkins (2002) dalam Sipurb®6}20khususnya

menyangkut anggaran tahunan organisasi, antaradailah sebagai berikut:

1. The establishment of required income levels
2. Planning service expenditure levels
3. Authorization of expenditure
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The control of expenditure
A communication device

The process focuses attention

N o o b

Motivation of managers

Dengan demikian, cukup banyak tujuan yang dihama@ean dicapai
dari penyusunan suatu anggaran tersebut. Anggdsandigunakan untuk
merencanakan dan menentukan komposisi belanja tkagialengan
memerhatikan sumber-sumber pendapatan yang bisarotip untuk
membiayainya. Selanjutnya, anggaran pun bisa dma#kdn sebagai alat
untuk mendelegasikan kewenangan, pengendalian, rkkasi, dan
pendorong motivasi. Selain itu, anggaran akan maimmkegiatan setiap unit
atau bagian organisasi menjadi lebih terarah daf@mcapai tujuan organisasi
di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan tujuan penganggaran di atas, ifungsia anggaran
menurut Freeman dan Shoulders (2003) dalam Sip(#086) antara lain
meliputi planning, control, and evaluatiordampir sama dengan itu, dalam
Sipurba (2006), Granof (2001) menyebutkan bahwagamy sekurang-
kurangnya memiliki tiga fungsi utama, yaitplanning, controlling and
administering, dan reporting and evaluating
Fungsi-fungsi tersebut dapat dijabarkan dalamaarberikut ini:

a. Planning

Fungsi planning atau perencanaan melipydrogramming, resource
acquisition, and resource allocatiomengan demikian, fungsi perencanaan
dalam anggaran berkaitan dengan masalah-masalaéntpan program
kegiatan yang akan dilaksanakan, perolehan sunoipeibey daya, dan
pengalokasian sumber-sumber daya yang diperolebanDdungsi ini,
anggaran ditekankan pada penentuan jenis, kugrdiaskualitas pelayanan
kepada masyarakat atau konstituennya dengan meikarh@umber daya

yang dimiliki suatu organisasi.
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b. Controlling and Administering
Dalam fungsi ini, disebutkan bahwa:

“budgets help assure that resources are obtained expended as
planned’
Hal tersebut mengandung arti bahwa anggaran judangsi sebagai

suatu alat yang dapat membantu untuk memberikaakkegn secara layak
mengenai sumber-sumber daya yang bisa diperoleh pgamanfaatannya
sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Bagpimam eksekutif

organisasi, anggaran berfungsi sebagai alat pemdatdang sejauh mana
sumber-sumber daya telah diperoleh dan digunakiaimggga bisa dijadikan

sebagai landasan untuk melakukan penyesuaian-pengasyang diperlukan.
Sedangkan bagi lembaga-lembaga pemberi persetugteun pengesahan
rancangan anggaran, anggaran berfungsi sebagaurdlat mengendalikan
dan mengawasi langkah-langkah tindakan yang diaml@h pimpinan

eksekutif organisasi.

C. Reporting and Evaluating

Dalam fungsi ini, anggaran digunakan sebagai dasanbanding
dengan realisasinya. Dengan membandingkan antggaen sebagai suatu
rencana dan realisasinya, anggaran dapat membanik menilai efisiensi
dan efektivitas pengelolaan suatu organisasi.

Selain fungsi utama di atas, seperti telah disinggui bagian
sebelumnya, fungsi anggaran sebagai sebuah alatirggumen menurut
McKinney (1986) dalam Sipurba (2006) adalah sebadmi perencanaan,
politik, sosial, ekonomi, dan juga alat legalitagperti yang dijelaskan dalam

penjabaran berikut:

1. Alat perencanaan berkaitan dengan penyusunan fujuan

prioritas, strategi, dan koordinasi sumber dayaaoigasi ke
dalam suatu rencana pengeluaran untuk berbagsi ¢&an
tingkatan program dan kegiatan yang akan dilaksanak

2. Alat politik berkaitan dengan upaya penciptaan jiédain yang

menguntungkan bagi organisasi yang bersangkutan.
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3. Alat sosial berkaitan dengan penyediaan sarana kuntu
menyebarkan beban dan manfaat kepada individuddara
usaha.

4. Alat ekonomi, yaitu berkaitan dengan upaya perubaimgkat
pertumbuhan dan kapasitas produksi masyarakat.

5. Alat legalitas, yaitu berkaitan dengan pemberigk dtaritatif,
pertanggungjawaban, kewenangan, dan pedoman untuk
mengatur format, jadwal waktu, dan proses anggaran.

2.1.2 Penyusunan Anggaran

Dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah, apgat eéahapan
yang harus dilalui, yaitu:
1 Penyusunan Rencana Anggaran

Tahap penyusunan anggargrefparation) adalah tahapan pertama
dari proses anggaran. Pada tahapan ini, biasamgan& anggaran disusun
oleh pihak eksekutif yang nantinya akan melaksamakaggaran tersebut.
Anggaran yang disusun dalam tahapan ini dimaksudkank dilaksanakan
pada periode anggaran berikutnya. Oleh sebab adwgl waktu yang
disediakan untuk penyusunan anggaran harus dibedenskian rupa
sehingga anggaran diperkirakan akan siap dilaksanaebelum periode
anggaran berikutnya dimulai. Granof (2001) dalamrdidovan (2007)
mengatakan bahwa:

“budgeting generally necessitates flows of poli@es information to
and from all parties involved in the budgetary pss.”

Artinya, sebelum anggaran mulai disusun perlu diifigasi dan
dikumpulkan terlebih dulu gambaran umum kebijakan thformasi penting
lainnya di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu,pahani diperinci menjadi
dua bagian, yaitu:

a. Langkah awal greliminary steps vyaitu langkah-langkah
pendahuluan. Pada tahap ini kepala pemerintahamberékan batasan

atau kebijakan umum yang akan ditempuh pada perathgaran
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berikutnya. Kebijakan umum tersebut antara laimggembarkan
beberapa prakiraan awal anggaran yang diperkiraam dicapai
pada periode anggaran berikutnya seperti salda, gendapatan, dan
belanja, serta memberikan informasi kepada seii@p organisasi
tentang urutan prioritas kegiatan yang akan didakkan. Agar
kebijakan umum tersebut mendekati realitas yanbersanya,
diperlukan pengkajian dan analisis yang komprehens

b. Penyusunan rencana anggarpreparing the budggtoleh unit-unit
kerja yang ada. Anggaran yang disusun meliputmesti pendapatan
dan estimasi belanja. Kedua macam estimasi tergeblut dianalisis
secara mendalam dengan mempertimbangkan realisasode
sebelumnya, kecenderungan yang terjadi, faktoefaghng mungkin
berpengaruh pada periode berikutnya, dan tingkatgmaian yang
diharapkan pada periode yang akan datang. Padpatalpg@nyusunan
tersebut, masing-masing pimpinan unit kerja mer@aju usulan
anggaran dari unitnya dengan mengacu pada kebi@déarpedoman

umum dari kepala pemerintahan.

2. Persetujuan L egidatif

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk nagradkan
persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (teama komite anggaran)
akan mengadakan pembahasan guna memperoleh peganspertimbangan
untuk menyetujui atau menolak anggaran terseblairSeu, akan diadakan
juga dengar pendapapublic hearing sebelum lembaga legislatif akan

menyetujui atau menolaknya.

3. Pelaksanaan Anggaran
Pada tahapan ini, anggaran yang telah disetujuia psahapan
sebelumnya mulai dilaksanakan oleh pihak eksekotijanisasi atau

pelaksana anggaran lainnya. Berhubung anggaran yhsefujui pada
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umumnya berlaku untuk satu tahun anggaran, makak unemperjelas dan
mempermudah pelaksanaannya perlu dilakukan langkagalokasian yang
dikenal sebagaallotments dan apportionments Dengan demikian, dalam
melaksanakan anggaran diperlukan juga kehati-hagam organisasi tidak
begitu saja melaksanakan seluruh anggaran belagjatkn pada awal-awal
tahun anggaran meskipun hal tersebut telah disethial tersebut perlu
diperhatikan untuk mengantisipasi kemungkinan tidakrcapainya
penerimaan sumber daya yang telah dianggarkan dalggaran pendapatan.
Dengan kata lain, organisasi harus memerhatikas leeluar dan masuknya
sumber daya dalam pelaksanaan anggaran apabilaitigen menghadapi
kesulitan pemenuhan kewajiban untuk membiayai kaxgreya.
4, Pelaporan dan Audit

Tahap terakhir dari penganggaran adalah pelapdesn audit atas
anggaran yang telah dilaksanakan. Pada tahapeialiisasi anggaran akan
dilaporkan dan dibandingkan secara periodik dengraggaran yang telah
disetujui sebelumnya. Adanya perbedaan antara esgg#an realisasinya
harus dijelaskan penyebabnya. Laporan tersebut dk@mudiaudit untuk
memastikan bahwa laporan telah dibuat secara beaporan anggaran dan
hasil audit atas laporan tersebut merupakan balmdormasi dalam
penyusunan anggaran untuk periode anggaran bey&utn

Rangkaian proses anggaran yang dimulai sejak tgesmyusunan
hingga pelaporan dan audit anggaran di atas pddeng#t akan membentuk

siklus anggaran.

2.1.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belangralba
(APBD) sendiri, terdapat berbagai pihak terkaidndaranya adalah:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah peaangk

daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.
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2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalahlakep
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang ustigaj
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebaga
bendahara umum daerah.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah timgya
dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah yang dipioieh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiagkatia
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri darialpeg]
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesungian
kebutuhan.

Tahapan dalam penyusunan APBD adalah dijelaskbavdah ini.

1 Penyusunan KUA dan PPAS
Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, danbbipgaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satwntaBedangkan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pa&an

rancangan program prioritas dan patokan batas maksanggaran

yang diberikan kepada SKPD untuk setiap progranmagagbacuan
dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati deri2@aRD.

Rancangan kedua dokumen ini, disusun oleh Tim Armgga

Pemerintah Daerah (TAPD).

Penyusunan KUA dan PPAS ini dilakukan berdasarkan
dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)pggioman
penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalegeri setiap
tahunnya dalam Peraturan Mendagri yang memuat dlasébagai
berikut:

a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi jk&hn

pemerintah dengan pemerintah daerah
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b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun
anggaran berkenaan
C. Teknis penyusunan APBD
d. Hal-hal khusus lainnya
Dalam dokumen RKPD, terdapat informasi-informasng/a
kemudian dijadikan bahan untuk melakukan penyusuhakumen

KUA dan PPAS. Informasi-informasi tersebut adalah:

a. Kerangka ekonomi daerah
b. Prioritas dan sasaran pembangunan
C. Kebijakan keuangan daerah

Berdasarkan informasi tersebut, disesuaikan deragamsi
dasar yang ada, setiap daerah dapat menyusurntgsiprogram yang
akan dilaksanakan dalam APBD.

Dalam rangka penetapan prioritas program, kegiatan
pendanaan yang telah disusun berdasarkan pedonmausp@an
APBD, harus tercipta sinkronisasi antara kebijakasional dengan
kebijakan Pemerintah Daerah, disesuaikan dengamtl®n dan
karakteristik dari masing-masing daerah. Denganildam kerangka
ekonomi yang terdapat dalam RKPD kemudian dijabadtah TAPD
menjadi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja HEahijakan
pembiayaan.

Rancangan KUA tersebut berisi tentang;

a. kondisi ekonomi makro daerah
b. asumsi penyusunan APBD
C. kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja adaer

kebijakan pembiayaan daerah
d. strategi pencapaiannya
sedangkan rancangan PPAS meliputi:
a. skala prioritas pembangunan daerah

b. prioritas program untuk masing-masing urusan
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C. plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan.

Rancangan KUA dan PPAS tersebut kemudian diajukaim o
Sekretaris Daerah kepada Kepala Daerah yang kemulidorisasi
dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersamBDTA
Pembahasan yang dilakukan nantinya akan menghadflkiA, nota
kesepakatan KUA, PPAS, dan nota kesepakatan PPAS.

2. Penyusunan RKA SKPD

Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati dan
dituangkan dalam nota kesepakatan, TAPD kemudiarynsein Surat
Edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan &KPRD
sebagai acuan bagi kepala SKPD dalam menyusun RKRDS
Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD) itu senadigrupakan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang bemsiange
pendapatan, rencana belanja program dan kegiataRD SEerta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

RKA SKPD terdiri dari lima dokumen, yaitu:
1. RKA SKPD 1

Dokumen ini digunakan untuk menyusun rencana peEtda

atau penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang di

rencanakan.
2. RKA SKPD 2.1

Dokumen ini digunakan untuk menyusun rencana kesiaurt

belanja pegawai di tiap-tiap SKPD dalam tahun arggyang

direncanakan.
3. RKA SKPD 2.2.1
Dokumen ini digunakan untuk merencanakan belanja

langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan.
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4. RKA SKPD 2.2

Dokumen ini merupakan rekapitulasi dari selurubgpam dan

kegiatan SKPD yang sebelumnya telah dimasukanakand

dokumen RKA SKPD 2.2.1.

5. RKA SKPD

Dokumen ini merupakan kompilasi dari seluruh do&om

RKA sebelumnya.

Penyusunan RKA SKPD oleh tiap SKPD, yang berpedoman
pada SE Kepala Daerah, menggunakan pendekatan gkaran
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaysadd, dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Melalierangka
pengeluaran jangka menengah, penganggaran dilakgrdasarkan
kebijakan yang dilakukan dalam perspektif lebihidsatu tahun
anggaran. Sedangkan pendekatan penganggaran teddalukan
dengan menyusun rencana keuangan tahunan secdategrasi untuk
semua jenis belanja agar tercapai efisiensi alalasa.

Dokumen RKA yang berisi rincian anggaran pendapatan
anggaran belanja tidak langsung, dan anggaran jadamgsung ini
terlebih dahulu disusun masing-masing per dokunmieap SKPD
yang memiliki anggaran pendapatan menyusun rin@aggaran
pendapatan tersebut dalam RKA SKPD 1. Rincian aagghkelanja
tidak langsung akan menghasilkan RKA SKPD 2.1. Wntu
penyusunan rincian anggaran belanja langsungapsgirogram dan
kegiatan disusun ke dalam RKA SKPD 2.2.1. Selurmkudchen RKA
SKPD 2.2.1 yang telah disusun kemudian direkasiuke dalam
dokumen RKA 2.2. Lalu, semua dokumen tersebut rdktasi ke
dalam dokumen RKA SKPD.

Dokumen RKA SKPD yang telah disusun oleh masingungas
SKPD kemudian diserahkan kepada Tim Anggaran Pataéri
Daerah (TAPD) untuk diverifikasi. Hasil verifikasyang telah
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dilakukan kemudian direvisi kembali oleh masing-mgsSKPD.
Hasil akhir dari RKA SKPD yang telah direvisi kedman
diserahkan kembali ke TAPD untuk disahkan oleh PRI&D disetujui
oleh Sekretaris Daerah.
3. Persiapan Raperda APBD
Persiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD (Raperda
APBD) disusun oleh PPKD berdasarkan seluruh RKA BKRNg
telah disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh SekseEzaerah. Dalam
penyusunannya, PPKD terlebih dahulu mengompilasirge RKA
SKPD yang telah dievaluasi oleh TAPD. Berdasarkasil lkompilasi
tersebut, PPKD membuat lampiran-lampiran Raperd&D3Pyang

terdiri dari:

a. Ringkasan APBD.

b. Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan
organisasi).

C. Rincian APBD (menurut urusan pemerintahan, Or@esinis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

d. Rekapitulasi belanja (menurut urusan pemerintateerah,
organisasi, program dan kegiatan).

e. Rekapitulasi  belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

f. Tabel kegiatan beserta pagu anggaran dan prakiraan
majunya.

Selain lampiran di atas, PPKD juga terlebih dahulu
mengumpulkan data-data dari pihak-pihak terkaithgyadapat
ditambahkan ke dalam lampiran Raperda APBD.

Berdasarkan lampiran dan data-data tersebut, nRdX&D
menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan kextangan

kepada Sekretaris Daerah yang kemudian dilanjuplaaryerahannya
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kepada Kepala Daerah setelah dilakukan sosialidesgpada
masyarakat.

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan peugaan
partisipatif di Pemerintah Daerah:

Bagan 2.1 Penganggar an Partisipatif di Pemerintah Daerah

*KUA [_m

' *Pegesahan RKA *Menerima

*PPAS *RKA SKPD SKPD « Menyetujui Raperda
*Raperda APBD + RKA SKPD APBD
lampiran & nota sMenyerahkan

keuanaan rda APRD

|
S I
NG A

2.1.4 Penganggaran Partisipatif

Partisipasi adalah keterlibatan individu yang ib&rsmental dan
emosional dalam situasi kelompok bagi pencapaigmam bersama dan
berbagi tanggung jawab bersama. Partisipasi yaoeriklan oleh individu
bukan hanya dalam bentuk aktivitas fisik tetagigjulari sisi psikologis, yaitu
seberapa besar pengaruh yang dianggap memilikeosseyy dalam
pengambilan keputusan.

Seseorang yang terlibat dalam pengambilan keputus&an
termotivasi dalam situasi kelompok karena dibegsdmpatan untuk
mewujudkan inisiatif dan daya kreativitas. Tujuzersama akan lebih mudah
tercapai sehingga ada Kketerlibatan secara prildasi kesediaan untuk
menerima tanggung jawab masing-masing.

Penyusunan anggaran partisipatif pada dasarnyginngman manajer

bawahan mempertimbangkan cara pembentukan angdg&tansen dan
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Mowen [2001] dalam Sardjito dan Muthaher [200Hgnyusunan anggaran
partisipatif merupakan anggaraottomup yang melibatkan bawahan secara
penuh untuk bertanggung jawab memenuhi target yetah ditentukan
dalam anggaran. Adanya rasa tanggung jawab matesjel lebih rendah
dapat memperkuat kreativitas manajer yang bersaagkApabila manajer
level lebih rendah diberi kesempatan untuk menyusmggaran maka
tujuan anggaran dapat menjadi tujuan personalatan menghasilkagoal
congruence/ang lebih besar. Partisipasi dalam menyusun aaggaga akan
memotivasi level yang lebih rendah sehingga bé&sedenerima dan
mencapai target serta skema pengendalian.

Para pendukung model anggaran partisipatif memgklaahwa
peningkatan tanggung jawab dan tantangan yaingrendalam penyediaan
insentif nonmoneter bisa menimbulkan tingkat Kmetan kepuasan yang
lebih tinggi. Individu yang terlibat dalam penyansn anggaran akan bekerja
lebih keras untuk mencapainya.

Penganggaran partisipatifjuga dapat didefinisikan sebagai
pengambilan keputusan bersama oleh dua belah plak lebih yang
mempunyai dampak masa depan bagi pembuat keputessebut. Oleh
karena itu, pembuat keputusan melibatkan banya&kpjylang terkait dalam
keputusan tersebut sehingga dampaknya dapat dirasédh semua pihak.

Teori keagenan pun telah digunakan untuk membenjeasan
tentang penganggaran partisipatif. Magee (1980Jandalkhsan dan
Ane (2007) menjelaskan bahwpayoff bagi atasanterantisipasi lebih
baik dengan adanya akses kepada informasi darialmmw sebelum
mempersiapkan anggaran. Dengan berpartisipasi mdalpersiapan
penyusunan anggaran, bawahan memberi kesempaginatzsan untuk
mengakses informasi yang mungkin saja terkait a@ersgandar atau anggaran
sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja merekag@dg1980], [Baiman,
1982], Baiman & Evans, [1983]) masih dalam Ikhdan Ane (2007).
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Sementara itu, menurut Brownell (1982) sepertetardalam Sardijito
dan Muthaher (2007), penganggaran partisipatiéfticsikan sebagai suatu
proses dalam organisasi yang melibatkan para eramglam penentuan
tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnyatisipasi banyak
menguntungkan bagi suatu organisasi, hal ini diplrdari banyak penelitian
tentang partisipasi. Masih dalam Sardjito dan Mhb#r (2007), Sord dan
Welsch (1995) mengemukakan bahwa tingkat parssigang lebih tinggi
akan menghasilkan moral yang lebih baik dan itfsyang lebih tinggi pula.
Partisipasi telah ditunjukkan berpengaruh secavaitip terhadap sikap
pegawai, meningkatkan kuantitas dan kualitas psididan meningkatkan
kerja sama di antara manajer.

Sementara itu, penganggaran partisipatif padaosgkiblik terjadi
ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan naakat bekerja sama bekerja
sama dalam pembuatan anggaran. Proses anggarah daagan pendekatan
kinerja dalam Kepmendagri memuat Pedoman PenyondRaacangan APBD
yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutifameassama unit organisasi
perangkat daerah (unit kerja). Anggaran dibuah depala daerah melalui
usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepdepala bagian dan
diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itsatm@-sama DPRD
menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengatuf@ereDaerah yang
berlaku.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan penganggaegqerti
partisipasi, kesenjangan anggaran, kinerja danldahya, telah menjadi
fokus banyak peneliti, khususnya dalam domain taasn perilaku.
Penelitian-penelitian tersebut, seperti yang didetm dalam Sardjito dan
Muthaher (2007), antara lain dilakukan oleh Indidao (1993) dan dalam
Nor (2007), yaitu oleh Brownell dan Mcinnes (1988gneliti lain melakukan
penelitian tentang anggaran dengan mengadopsiegatan kontinjensi, di
antaranya adalah Brownell (1982) masih dalam [tearel Sardjito dan
Muthaher (2007). Pendekatan kontinjensi menyebab&danya variabel-
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variabel lain yang bertindak sebagai varialmebderating atau variabel
intervening Penelitian mengenai penganggaran pada organsalsior
swasta yang murni berorientasi pada bisnis atzaufaire profit

organization memang telah banyak dilakukaiamun, hasil penelitian
pada organisasi yang murni mencari laba tidak seyaidapat diperlakukan
sama pada organisasi sektor publik. Hal ini diskba oleh perbedaan yang
mendasar di antara keduanya. Beberapa penelitiggaean di bidang sektor
publik yang telah dilakukan antara lain oleh Jaimn$§1982) menggunakan
pendekatan etnometodologi dalam penelitian perikggaran, Gordon dan
Sellers (1984) membuktikan bahwa sistem inforraentansi sejalan dengan
sistem penganggaran organisasi, Suryani (2004ungkkan bahwa filosofi
budayaHukutu Pahamangu Ridihi Pamerangangat baik digunakan untuk
pedoman penyusunan anggaran daerah di Sumba Tsartg Munawar
(2006) menunjukkan bahwa karakteristik tujuan angg berpengaruh secara
signifikan terhadap perilaku dan sikap aparat alaeHasil-hasil penelitian

tersebut terdapat dalam penelitian Rahayu damseaan (2007).

2.1.5 Kesenjangan Anggaran

Penjelasan konsep kesenjangan anggaran dapat adindari
pendekatamagency theoryAgency theorynenjelaskan fenomena yang terjadi
apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepagahén untuk
melakukan suatu tugas atau otoritas untuk menimmttusan (Anthony dan
Govindarajan [2001] dalam Falikhatun [2007]).

Jika bawahanagen) yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran
mempunyai informasi khusus tentang kondisi lokahaka akan
memungkinkan baginya untuk memberikan informasieieut dalam rangka
membantu kepentingan perusahaan. Namun, seringmukian bahwa
keinginan atasan tidak sama dengan bawahan sehimggimbulkan konflik
di antara mereka. Hal ini dapat terjadi misalnjka dalam melakukan

kebijakan pemberianewards perusahaan kepada bawahan didasarkan pada
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pencapaian anggaran. Bawahan pun cenderung méarbenformasi yang
bias agar anggaran mudah dicapai dan mendapatkesrds berdasarkan
pencapaian anggaran tersebut. Kondisi ini jelas akenyebabkan terjadinya
kesenjangan anggaran. Sebaliknya, para ahli te&rintansi perilaku
umumnya berpendapat bahwa penganggaran partisgden memotivasi
para manajer untuk mengungkapkan informasi pribadreka ke dalam
anggaran (Schiff & Lewin [1970] dalam Falikhatu20Q7]). Argumen ini
didasarkan pada premis yang menyatakan bahwaipadi memungkinkan
terjadinya komunikasi positif antara atasan dawaben sehingga dapat
mengurangi tekanan untuk menciptakan kesenjanuggeasan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikagsilhyang masih
bertentangan mengenai hubungan antara pengangparasipatif dengan
kesenjangan anggaran. Oleh karena itu, perlu digam pendekatan-
pendekatan lain dalam melihat hubungan keduabelriarsebut. Pendekatan
lain tersebut meliputi penggunaan model keagersapefti yang telah
dijelaskan sebelumnya) atau dengan menggunakaadzerfaktor kontinjensi
sebagai prediktor adanya kesenjangan anggarann@zosjan [1986] dalam
Falikhatun [2007]).

Kesenjangan anggaran dapat didefinisikan sebagai:

“intentional underestimation of revenues and/or esgmation of

expenses; also called budgetary slaglang artinya:

“kesenjangan anggaran merupakan penentuan estpaadapatan
yang lebih rendah dan atau estimasi belanja yany tinggi yang dilakukan
dengan sengaja.”

Hal ini harus dihindari karena akan mengganggu sundasar

anggaran dan juga karena merupakan perilaku yedag étis. Kesenjangan
anggaran juga didefinisikan sebagai perbedaan aangarggaran yang
dinyatakan dan perkiraan anggaran sebenarnya (Katbgl. [1991], Lukka
[1988], Ueno dan Sekaran [1992], Waller [1988] dalékhsan dan Ane
[2007]). Selain itu, fenomena kesenjangan anggdegat diartikan sebagai

pernyataan interaksi antarpos dalam anggaran yamgooatnya lebih mudah
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dicapai (Chow, Cooper and Waller [1988] dalam Ikhsn Ane [2007]).
Dalam penelitian Sardjito dan Muthaher (2007) digkdn bahwa Lukka
(1988), Merchant (1985) dan Young (1985) juga neéincgsikan kesenjangan
anggaran, yaitu sebagai kelebihan jumlah yang demkgn pada suatu area
lebih dari yang diperlukan.

Anggaran yang memiliki kesenjangan adalah yangraesangaja
dibuat lebih mudah dicapai daripada yang dipekiina Maka, kesenjangan
terdiri dari pendapatan yang diestimasi lebih aéndlan atau biaya yang
diestimasi lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan tigipasi para bawahan
terhadap tingkat pendapatan dan biaya. Antisipasidisinggung dalam
definisi kesenjangan anggaran yang dibuat oleh ¥q@885) dalam Sardijito
dan Muthaher (2007). Young mengindikasikan bahwesekjangan adalah
jumlah yang dihasilkan dari estimasi terlalu rendaéhs sumber daya yang
sebenarnya dimiliki ketika mereka diberikan kesei@panenentukan standar
kerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi lanegreka, atau dengan
kata lain, sebagai tindakan bawahan yang mengecilkapabilitas
produktifnya ketika dia diberi kesempatan untuk ergokan standar
kerjanya.

Di samping itu, Waller (1998) dalam Ikhsan dan A(2007)
menjelaskan kesenjangan sebagai  lebihnya sumlyer ylng sebenarnya
diperlukan untuk merampungkan  suatu tugas. Dunk93L dalam
Falikhatun (2007) secara pribadi berpendapat bakesenjangan adalah
jumlah yang dinyatakan dalam anggaran untuk menkadalpencapaian
tujuan. Onsi (1973) menyatakan bahwa kesenjanganggaaan
merepresentasikan jumlah sumber daya tambahandyaragukkan ke dalam
anggaran, ataupun yang secara cerdik terlalu rendangestimasi
kemampuan produktif. Schiff & Lewin (1970) dalamlikaatun (2007)
mengindikasikan bahwa melalui penentuan pendapgdag terlalu rendah
dan biaya yang terlalu tinggi, manajer dapat mdakgn anggaran yang

memiliki kesenjangan.
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Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetafakitor yang
memengaruhi munculnya kesenjangan seperti ini. iddkasi kuat bahwa
partisipasi merupakan prekondisi penting, meskigittak cukup, yang
mendorong terjadinya kesenjangan anggaran (DuBR3]1 Govindarajan
[1986], serta Young [1985] dalam Falikhatun [2007]

Ada dua alasan utama terciptanya anggaran yank éikiarat. Yang
pertama adalakrror, dan satunya lagi adalah karena direncanakan ;oun
1985). Penelitian ini berkaitan dengan kesenjarageygaran yang merupakan
penyebab tidak akuratnya anggaran karena direnaanAlsumsi umum yang
berlaku adalah bahwa kesenjangan anggaran sangaihbga bagi
organisasi, tetapi bisa berguna pada kasus tert8chiff & Lewin (1970)
dalam Falikhatun (2007) menemukan bahwa manajerapatdlan memang
menciptakan kesenjangan untuk mencapai anggaran ngamgamankan
sumber daya mereka dalam rangka meraih tujuan eamgikan pribadi

mereka.

Budaya Organisasi
2.2.1 Konsep Budaya Organisasi
Dalam Jones (2004), budaya organisasi adalah pgexamglai dan
norma bersama yang mengendalikan interaksi antggoéa maupun dengan
orang-orang di luar organisasi. Pengertian niladseadalah kriteria, standar,
atau panduan prinsip-prinsip umum yang digunakdnkumemilah perilaku,
kejadian, situasi, dan dampak yang diinginkan mayaung tidak diinginkan.
Jenis-jenis nilai:
1. Terminal
Nilai ini dinyatakan dalam misi atau tujuan orgasis yang
merupakan titik akhir atau dampak yang ingin dirsgbagai panduan,

misalnya profitabilitas, moralitas, kualitas, dandgung jawab.
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2. Instrumental
Nilai ini merupakan pola perilaku atau dapat diseoiga tata cara
yang dipilih untuk sampai ke nilai terminal, misgnbekerja dengan
keras, menghargai tradisi dan otoritas yang adajkag konservatif
dan sangat berhati-hati, dan menjaga standar yegg.t
Sementara itu, norma adalah standar atau gaylakeegiang diterima
oleh sebagian kelompok orang, misalnya menjagagriarja tetap bersih.
Pada waktu bergabung dalam suatu organisasi, gaasasing orang
membawa nilai dan keyakinan yang telah merekeimNilai dan sikap ini
terkadang cukup membantu untuk berhasil dalamnisgsi, tetapi orang-
orang ini tetap perlu memelajari cara-cara kerganoisasi.
Budaya organisasi memiliki sejumlah karakterigténting. Beberapa
yang telah banyak disepakati adalah sebagai ligriku
1. perilaku biasa yang dapat dilihat atau diamatit sa@gota organisasi
berinteraksi satu sama lain, mereka menggunakaasbalerminologi,
dan kebiasaan tertentu terkait dengan rasa merajhdag tata cara
yang berlaku
2. norma; adanya standar perilaku, termasuk panduatanig jumlah
pekerjaan yang harus diselesaikan, dan lain-lain
3. nilai yang dominan; organisasi mengharapkan dardoreng nilai-nilai
utama dalam organisasi untuk dibagi bersama, sdpelitas produk
yang tinggi, tingkat absensi yang rendah, ser&egisi yang tinggi
4. filosofi; ada kebijakan yang menjelaskan tentangakaan organisasi
dalam menghadapi pegawai ataupun pelanggan
5. peraturan; ada aturan-aturan ketat untuk menjdtehidupan dalam
organisasi. Para pendatang baru harus mempelgaragar bisa
diterima sebagai anggota secara penuh
6. iklim organisasi; ini merupakan rasa keseluruhangydibawa dalam
tampilan fisik, cara anggota saling berinteraksi deembawa diri ketika

berhadapan dengan pihak-pihak luar.
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Dalam Luthans (1995), Edgar Schein, salah seordrig badaya
organisasi, mendefinisikan budaya organisasi selsagéu pola asumsi dasar
yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan delompok tertentu
seiring dengan proses menyelesaikan berbagai palam@an mereka untuk
beradaptasi pada lingkungan eksternal dan juggradeinternal, yang telah
berhasil diterapkan dan dianggap berharga untukullem diteruskan ke
anggota baru sebagai cara yang benar dalam menwgnbarpikir, dan
mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah-nmasegi organisasi
tersebut.

Kemudian Joanne Martin, masih dalam Luthans (198%mberi
penekanan pada adanya perbedaan pandangan tentmlayab dalam
organisasi. Dia menyatakan bahwa ketika individuneimakan kontak
dengan organisasi, mereka juga berhubungan denganamorma yang
terlihat, cerita-cerita orang tentang kejadian yasedang berlangsung,
peraturan dan prosedur resmi organisasi, pandudakperesmi, ritual, tugas,
cara penggajian, jargon, dan kelakar yang hanyaryerti oleh orang-orang
dalam, dan seterusnya. Elemen-elemen inilah yangpakan sebagian dari
definisi budaya organisasi. Namun, Joanne juga atekgn bahwa ada
perbedaan pandangan tentang budaya, yaitu bahvikka kedra anggota
menginterpretasikan maksud dari elemen-elemenbigrsenereka bisa saja
memiliki persepsi, ingatan, keyakinan, pengalamdan nilai-nilai yang
berbeda, jadi interpretasi terhadap fenomena yangaspun akan berbeda.
Pola susunan interpretasi dan cara mereka dipkaktikulah yang menjadi
budaya.

Merumuskan konsep budaya memang bukanlah sesaagumgudah.
Hal ini terutama karena unsur-unsur budaya tida sesuatu yang bersifat
tangible dapat dilihat atau diraba, tetapi juga sesuatartam kuat di alam
bawah sadar atau bersifattangible Namun, telah banyak pakar yang
meneliti tentang budaya organisasi dan mencobadefiamsikan budaya

organisasi. Berikut beberapa definisi lain untukldya organisasi:
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1. Kotter dan Heskett mengatakan, dengan menglhip American
Heritage Dictionary, bahwa budaya didefinisikan secara lebih formal,
sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepaaraykelembagaan
dan semua produk lain dari karya dan pemikiran msianyang
mencirikan suatu masyarakat atau penduduk, yamgndinisikan
bersama.

2. Kilmann et. Al melihat budaya sebagai:

“ shared philosophies, ideologies, values, assungtidoelieves,
expectations, attitudes, and norms that knit a canity together, all
of these interrelated psychological qualities rdvea group’s
agreement, implicit or explicit, on how to approadecisions an
problems: “the way things are done around here.”

3. Menurut Zwell, budaya organisasi adalahy of lifeorganisasi yang

diwariskan oleh suatu generasi karyawan yang sukgasuk dalam

budaya adalalwho we are, what we believe, what we do, and how we

doit.

Budaya organisasi adalah keyakinan, harapan, danniai yang
dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan pamnggota baru harus
menyesuaikan diri dengan hal-hal ini.

Temuan-temuan dari riset yang telah dilakukan ratrkan bahwa
ada subbudaya berdasarkan jabatan, profesionalis@epun fungsi divisi.
Dengan kata lain, orang yang bekerja di departegergan fungsi yang
berbeda biasanya memiliki kesamaan sikap dan kegakdengan mereka
yang bekerja di bagian serupa dibandingkan dengameka yang bekerja di
bagian lain meskipun dalam organisasi yang sawia.Rengenai subbudaya
ini sangat penting diingat dalam pembahasan tgriiadaya organisasi.

Teori Hofstede dan rekan-rekan mengenai enam dimpraktis
budaya organisasi mengatakan bahwa yang palikgitedengan bahasan
anggaran adalah dimensb-oriented vs. employee-orientd®kenjelasan lebih
rinci tentang teori Hofstede mengenai keenam dénpraktis tersebut akan

dijabarkan di bagian berikut.
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2.2.2 Dimens Praktik Budaya Organisas

Konsep budaya organisasi yang digunakan Hofstaderekan-rekan
(1990) dalam penelitian lintas budaya antardepste dalam perusahaan
pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsegnsil budaya
nasional yang banyak digunakan dalam penelitisnelgean perbedaan
budaya antarnegara. Menurutnya, budaya nasional bd@aya organisasi
merupakan fenomena yang identik. Perbedaan kediwgayh tersebut
tercermin dalam manifestasi budaya ke dalam ui¢ai praktik. Perbedaan
budaya tingkat organisasi umumnya terletak padaaktigrpraktik
dibandingkan dengan perbedaan nilai-nilai. Supd®98) dalam Susanti
(2002) menyatakan bahwa perbedaan budaya orgassasjutnya dapat
dianalisis pada tingkat unit organisasi dan SUIOISASI.

Perbedaan-perbedaan budaya organisasi menjadk gigaelitian
tersendiri yang dilakukan oleh IRIGnétitute for Research on Intercultural
Cooperation, sebuah institusi riset yang memiliki afiliasi nd@an Geert
Hofstede, terhadap dua puluh unit organisasi yaegagam, termasuk
perusahaan manufaktur dan aparat kepolisian, dimiaek dan Belanda pada
tahun 1980-an. Penelitian ini mengidentifikasirardimensi praktis, yaitu (1)
process-oriented vs result-orienté2) employee-oriented vs job-orienté8l)
parochial vs professiong¥) open system vs closed syst&nloose control
vs tight control(6) normative vs pragmaticliap dimensi ini dapat berfungsi
sebagai indikator, selain untuk prediksi, atawakgaristik khusus organisasi.

Keenam dimensi ini tidak saling terkait dan bulditujukan untuk
mengontraskan atau membagi dalam kutub berlawamana elemen dimensi
yang baik dan yang buruk.

Kesimpulan yang didapat menjawab pertanyaan tgrikamungkinan
mengelola budaya organisasi, yaitu bahwa budaganmasi merupakan
suatu hal yang dapat diatur atau dikelola. Budaganisasi sendiri terutama
dapat dibedakan dari tingkatan simbol, tokoh dalnidsaan, atau dengan kata

lain dapat disebut praktik yang ada dalam organisa

Universitas Indonesia

Pengaruh penganggaran partisipatif..., Amaliah Begum, FE Ul, 2009



31

Berikut ini adalah penjelasan mengenai keenam dmndimensi
praktis tersebut.

1 Process-oriented vs result-oriented

Budaya yang berorientasi pada proses lebih memgnetasikan
praktik organisasi sebagai suatu cara atau metadg ynenekankan pada
maksud dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ppegawai hanya
melakukan upaya-upaya yang terbatas, dan mengpddaiyang sama seperti
itu setiap harinya. Dalam budaya seperti ini, itds teknis dan birokratis
mendominasi, semua pegawai dalam satu unit mengpnaitivitas mereka
dilakukan dengan cara yang sama. Para pegawai mneakmn pendekatan-
pendekatan yang benar dan telah teruji karena mdedkh memilih untuk
menghindari risiko.

Sementara itu, budaya yang berorientasi pada basibpat pada
organisasi yang memandang praktik organisasi sebaggang menekankan
pada tujuan dan pencapaian tujuan. Para pegawtglakabermasalah dalam
menghadapi situasi yang berbeda-beda karena meyg@aighwa hari baru
akan penuh dengan tantangan baru. Mereka nyamakipuesialam situasi
yang tidak biasa, cenderung mengerahkan upaya waagsimal, berani
mengambil risiko dan mencoba metode-metode baandpklaksanaan tugas
mereka.

2. Employee-oriented vs job-oriented

Budaya yang berorientasi pada orang menekankan feadatanya
nilai agar pekerja merasa nyaman, diperhatikan,alabspribadi mereka
diperhitungkan, dan bahwa organisasi turut bertanggjawab atas
kesejahteraan mereka. Keputusan-keputusan pentimgerung dibuat oleh
kelompok atau komite. Selain itu, tanggung jawapaddang organisasi
sebagai suatu hal yang lebih luas, bukan hanyateseli@erja melainkan
menyangkut segala kebaikan bagi pegawai.

Budaya yang berorientasi pada pekerjaan mengirikd@sekanan

kerja yang besar untuk menyelesaikan pekerjaara pekerja berpendapat
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bahwa organisasi hanya tertarik pada hal-hal yamgeka kerjakan dan
rampungnya pekerjaan, bukan kesejahteraan prilzeddkeluarga. Keputusan-
keputusan penting cenderung diambil oleh individdagi organisasi,

tanggung jawab hanya sebatas kinerja dan yangnt&mgeadalah posisi

pekerjaan terisi dan diisi secara produlktif.

3. Parochial vs professional

Dalam parochial culture,pekerja merasa bahwa norma-norma yang
berlaku di organisasi mencakup juga perilaku mergkaumah, selain di
tempat kerja, jadi perilaku mereka baik di rumah daorganisasi diarahkan
oleh peraturan yang berlaku dalam organisasi. Merskrasa bahwa dalam
mempekerjakan orang, perusahaan memerhatikangiateblelakang keluarga
dan sosial, selain faktor kompetensi. Mereka titbekpandangan jauh ke
depan karena berpikir organisasilah yang akan mk&ainya. Budaya seperti
ini membuat orang mendapat identitas diri dari pig@si tempat mereka
bekerja.

Sementara itu, dalanprofessional culture para pekerja berpikir
jangka panjang, merasa bertanggung jawab atas nurosaeka sendiri,
sedangkan organisasi mempekerjakan mereka hanglasagkan kompetensi
pekerjaan. Budaya profesional mengidentifikasi grdmerdasarkan jenis
pekerjaan mereka, atau dengan kata lain, merasealidbntitas yang mereka
peroleh berdasarkan tipe pekerjaan dan kualifikesia mereka secara
individu. Para pekerja ini juga memandang kehidupdbadi sabagai hal
yang terpisah dari pekerjaan. Pegawai yang bergiadi tinggi biasanya
didentifikasi dari profesinya.

Hofstede menyatakan bahwa dimensi ini sangat dgrehgoleh level
pendidikan pegawai; unit dengan budagarochial biasanya memiliki
pendidikan lebih rendah.

4. Open system vs closed system
Dalam budaya dengan sistem yang terbuka, para tnggganisasi

menganggap organisasi dan para anggotanya terlagea& orang baru dan
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pihak luar. Hampir semua orang dapat menyesuaikandengan mudah

sehingga merasa nyaman, bahkan pegawai baru puat depgan cepat
merasa seperti di rumah. Komunikasi lebih trangpam@anajemen dan para
eksekutif tidak tabu untuk berbicara dengan peg@egawai dari berbagai
level di organisasi.

Sementara itu, dalam budaya dengan sistem yangtuertorang-
orang beranggapan bahwa organisasi dan para anggdertutup dan suka
menyimpan rahasia, termasuk di antara para angeotiri. Hanya segelintir
orang yang merasa nyaman, bahkan pegawai baru mamiba lebih dari
satu tahun untuk merasa senyaman di rumah. Komsiridaih terbatas pada
pegawai tertentu, terutama yang lebih berpengalataardi tingkat atas.

Dimensi ini merupakan cerminan gaya komunikasi rivak dan
eksternal serta kemudahan orang baru dan pihak do#&rk mendapat
pengakuan.

5. L oose control vstight control

Dimensi praktis inimerujuk pada jumlah struktur internal dalam
organisasi. Hofstede mengatakan bahwa konteksamasdengan literatur
tentang perbedaan pengendalian manajemen yangleetédnggar.

Secara lebih spesifik, dalam budaya dengan kenumtiajemen yang
longgar, para anggota organisasi merasa bahwa bidggn masalah, mereka
tidak terlalu tepat waktu, misalnya dilihat darinpatuan waktu rapat yang
hanya berdasarkan perkiraan, dan sering didapakdemengenai organisasi
dan pekerjaan mereka.

Sementara itu, dalam budaya dengan kendali manajgareg ketat,
para anggota merasa bahwa lingkungan kerja sangaterhatikan biaya,
waktu rapat sangat menepati jadwal, dan jarang ledakar mengenai
organisasi dan atau pekerjaan mereka.

Dimensi ini menggambarkan ukuran formalitas, keimpavaktu, dan
batasan dari atasan. Contoh: laboratorium penelittan perusahaan

periklanan biasanya memiliki budaya dengan kendadinajemen yang
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longgar, sementara bank dan perusahaan farmasi mangpunyai budaya
dengan kendali manajemen yang ketat
6. Normative vs pragmatic

Dalam budaya yang normatif, para pekerja bertindakdasarkan
peraturan yang ada. Mereka memandang tugas-tuga&anterkait dunia luar
sebagai penerapan peraturan yang tidak boleh dgandadi, lebih penting
menaati prosedur organisasi dibanding hasilnya.ekéejuga melihat tugas-
tugas sebagai cara menjunjung pelanggan sebag&nmaptasi peraturan
yang tidak boleh dilanggar.

Sementara itu, dalam budaya pragmatis, para peksjandak
berdasarkan kenyataan atau perkiraan tentang pdsegka meyakini bahwa
peran mereka adalah memenuhi kebutuhan konsumei, l&laih penting
daripada prosedur yang benar, dan etika bisnisndgrehi oleh keadaan
pasar. Jadi, yang terpenting adalah mengetahuiartuidan memenuhi
kebutuhan konsumen, meskipun tindakan yang diatidzik sesuai dengan
prosedur.

Dimensi ini mengukur orientasi terhadap pelanggaenjelaskan cara
menghadapi lingkungan, terutama pelanggan. Biasanyé yang terkait
dengan penerapan peraturan dan hukum termasuk tifosmdangkan unit
penjualan lebih pragmatis.

Menurut Hofstede dan rekan-rekan (1990), dimemaktik budaya
organisasi yang mempunyai kaitan erat dengan igrpkdktik pembuatan
keputusan dalam penganggaran partisipatif adadahployee-oriented
(orientasi pada orang) dgab-oriented (orientasi pada pekerjaan). Budaya
organisasi dengan dimensi tersebut digunakan dakmelitian ini sebagai
variabel pemoderasi untuk menjelaskan pengarulygmggaran partisipatif

terhadap kesenjangan anggaran.
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2.3  Perumusan Hipotesis

Dalam Ikhsan dan Ane (2007), hasil penelitian Gh8ir3), Camman (1976),
Merchant (1985) dan Dunk (1993) menunjukkan bahwartigpasi dalam
penyusunan anggaran dapat mengurangi kesenjanggaran. Hal ini terjadi karena
bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentarospek masa depan
sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akDabm Falikhatun (2007),
Rahayu (1997), seperti dikutip Darlis (2002), me&akan bahwa partisipasi bawahan
akan meningkatkan kebersamaan, menumbuhkan rasaliknemisiatif untuk
menyumbangkan ide dan keputusan yang dihasilkaratddgerima. Melalui
partisipasi, atasan dapat memperoleh informasi praigingkungan yang sedang
dan akan dihadapi. Hal tersebut didukung oleh Bairfi®82) dan Dunk (1993)
dalam Falikhatun (2007) yang memperkuat argumerwaapartisipasi cenderung
mengurangi kesenjangan anggaran.

Sementara itu, Brownell & Mclnnes (1986) dalam N2007) menjelaskan
bahwa bawahan dapat mengupayakan terciptanya &egam anggaran apabila
mereka mengharapkan keuntungan tertentu, apakaibjlas jasa yang diterima
tergantung dari pencapaian anggaran terkait. Dapmmganggaran partisipatif,
manajer bermaksud mengendalikan ukuran kinerja yerdppat dalam anggaran
supaya memungkinkan mereka merealisasikan anggiagan sesuai. Schiff &
Lewin (1970) dalam Falikhatun (2007) berpendapathwaa jika bawahan
menganggap kompensasi tergantung dari pencapaggaram, mereka cenderung
menyebabkan munculnya kesenjangan anggaran. Keshgditptersebut berargumen
bahwa anggaran adalah alat penilaian kinerja yéamaibagi organisasi bisnis, yang
berlaku juga bagi sektor publik, termasuk pemehintian bawahan sering dilibatkan
sehingga negosiasi anggaran pun menjadi celah um@kanipulasi terjadinya
kesenjangan. Dalam lkhsan dan Ane (2007), Lowe &w5li1968) menyatakan
bahwa manajer menciptakan kesenjangan dalam amggaseeka untuk melindungi
kepentingan pribadi, dan hal ini adalah hal yangioreal dari sudut pandang
ekonomi. Hasil penelitian Lowe dan Shaw tersebattas Young (1985), Lukka
(1988), Yuwono (1999), dan Hermanto (2003) dalamikRkatun (2007) pun
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menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif danenfasgan anggaran
mempunyai hubungan positif, yaitu peningkatan pigdisi semakin meningkatkan
kesenjangan anggaran.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ian dberfokus pada
dugaan bahwa penganggaran partisipatif cenderungingiatkan terjadinya
kesenjangan anggaran. Maka, hipotesis pertamadikagmbangkan dalam penelitian
ini adalah:

Hi;: Penganggaran partisipatif berpengaruh  positif  terhadap

kesenjangan anggar an

Berbagai hasil penelitian tentang hubungan pengaaggpartisipatif dengan
kesenjangan anggaran telah disinggung sebeluminfansistensi yang muncul dari
penelitian-penelitian tersebut mungkin disebableddoi lain yang juga berpengaruh
terhadap hubungan antara dua variabel tersebungsghpenyebab perbedaan hasil-
hasil penelitian tetap belum dapat disimpulkan (iNdan Parker [1998] dalam dalam
Sardjito dan Muthaher [2007]). Pendekatan kontijeperlu diterapkan untuk
melakukan penelitian lebih lanjut. Salah satu lamglang dapat diambil adalah
dengan mengikutsertakan variabel lain sebagail@rigemoderasi sebagai jembatan
antara variabel penganggaran partisipatif dan kasgan anggaran. Dalam
penelitian ini, peneliti akan menggunakan budaygaoisasi sebagai variabel
pemoderasi.

Dalam Falikhatun (2007), Deal dan Kennedy (1982ardaSetyorini (2004),
mengatakan bahwa budaya pada hakekatnya merupalkarygng terintegrasi dari
perilaku manusia yang mencakup pikiran, ucapardakan, artifak-artifak dan
bergantung pada kapasitas manusia untuk belajar ndamransmisikannya bagi
keberhasilan generasi yang ada. Dari pengertiadapat ditangkap bahwa budaya
organisasi tidak bisa begitu saja ditangkap dahatiloleh orang luar, namun dapat
dipahami dan dirasakan melalui perilaku-perilakggotanya serta nilai-nilai yang
mereka anut. Budaya mempengaruhi cara manusiandbekti dalam organisasi

termasuk dalam birokrasi.
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Birokrasi di Indonesia, menurut Setiawan (1998)adalFalikhatun (2007),
adalah birokrasi patrimonial yang menjadikan jabatdan perilaku dalam
keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan p&diébungan familiar, hubungan
pribadi, dan hubungapatron-client Perhatian yang diberikan padhent bersifat
pemenuhan aspek kebutuhan sosial, material, sjrilan emosionalClient yang
memperoleh perlindungan itu dengan segala loyalfgasdan sukarela akan
memenuhi perintah patron, dan berusaha untuk menyenangkannya. Atas
pertimbangan bahwa anggaran dapat digunakan unteRilan kinerja patron
(Mardiasmo, 2002), maka agar kinerjanya dinilai Usagpawahan menginginkan
target anggaran yang lebih mudah dicapai atau nierdkan kesenjangan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Supomo dan Indrient(1998), seperti
dikutip dalam Sardjito dan Muthaher (2007), berha®nemukan adanya pengaruh
positif budaya organisasi yang berorientasi padengrdan pengaruh negatif pada
budaya organisasi yang berorientasi pada pekerjgéanmadap efektivitas
penganggaran partisipatif dalam peningkatan kinergnajerial. Pengaruh positif
berarti bahwa budaya organisasi yang berorientda prang cenderung tidak akan
menimbulkan kesenjangan anggaran (kesenjangan ramggendahjan sebaliknya,
jilka budaya organisasi yang berorientasi pekerjamaka kesenjangan anggaran
tinggi. Merujuk pada penelitian-penelitian di atas, dalaemghitian ini diajukan
variabel budaya organisasi untuk menyelidiki peunlgavariabel tersebut terhadap
hubungan antara penganggaran partisipatif dan jeesgn anggaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedug gixembangkan dalam
penelitian ini adalah:

H,: Penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kesenjangan

anggaran dengan memer hatikan aspek budaya organisasi.
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